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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan pada partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa 

Mohungo. Sebagai berikut :1) perencanaan, kegiatan musyawarah rencana 

pembangunan dan hanya melibatkan masyarakat dengan jumlah sedikit bahkan 

kurangnya unsure pemuda karang taruna, NGO. 2) pelaksanaan, pada proses 

pelaksanaan, masyarakat desa mohungo turut berpartisipasi dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa, adapun program dan kegiatan pada tahun 2016 dan 2017 

yakni dalam pelaksanaan pemberdayaan pada masyarakat belum sepenuhnya 

terlaksana pada tahun 2017, Karena dimana pemerintah memberikan modal usaha  

tetapi masyarakat tidak memanfaatkan atau menjalankan usaha yang sudah berjalan 

seperti usaha pembuatan tas dari sampah non organik, sehingga perekonomian di 

Desa Mohungo tidak ada peningkatan. 3) pertanggung jawaban,  semua kegiatan 

melalui program pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat di Desa Mohungo 

dilakukan secara periodik setiap 6 bulan sekali melalui forum evaluasi pengelolaan 

keuangan desa yang di laksanakan oleh kepala desa, aparat desa, dan sebagian 

masyarakat Desa Mohungo. 4) Pemeliharaan dan Pemanfaatan, hasil kegiatan dari 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tahun 2016 dan 2017 di antaranya pengadaan 

jalan setapak, persediaan genset, pengadaan fasilitas posyandu, pengadaan tiang 
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listrik atau pemasangan listrik posyandu membuat masyarakat senang dan akan 

memelihara sebaik-baiknya. 

Konsep pembedayaan yang terjadi adalah dimana keterlibatan masyarakat 

dalam proses perencanaan, baik dalam penetapan program awal maupun finising dari 

setiap kegiatan fisik, serta kegiatan non fisik berupa kegiatan pelatihan pengelolaan 

keuangan dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat, 

seperti pelatihan menyulam karawo, pembuatan kopiah karanji atau kopiah yang 

terbuat dari anyaman rotan. 

5.2 Saran 

1. Pemerintah Desa  dan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, dalam hal ini 

instansi terkait harus selalu melakukan sosialisasi tentang kebijakan 

pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat luas, sehingga telah 

memahami kebijakan Anggaran Dana Desa (ADD), masyarakat juga akan 

lebih mudah di ajak berpatisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan 

desa, serta ikut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan desa sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 

2. Masyarakat agar apa yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa hendaknya dicari jalan 

keluarnya secara bersama-sama, karena bagaimanapun faktor penghambat itu 

mengganggu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program 

pengelolaan keuangan desa, sehingganya kerja sama antara masyarakat dan 
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pemerintah desa sangatlah diperlukan demi kemajuan dan kemandirian desa 

Mohungo Kecanmatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. 
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